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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu

melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan bidang

pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada

Gubernur untuk tahun 2017;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Pusat

terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di

daerah pada Tahun Anggaran 2017, perlu disusun

pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang

pengendalian dan pelaksanaan di bidang penanaman

modal untuk tahun anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan

Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik

Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun

2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 210);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan

Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

248/PMK.07/2010 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 660);

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari

Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat dan/atau kepala instansi vertikal di

wilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat yang mencakup semua penerimaan dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi,

tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi

vertikal pusat di daerah.

3. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal adalah pelimpahan sebagian urusan

Pemerintah Pusat bidang pengendalian pelaksanaan
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penanaman modal kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi, atau perangkat pemerintah daerah

provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman

modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan

perundang-undangan, yang selanjutnya disingkat

DPMPTSP Provinsi adalah perangkat daerah provinsi

yang membantu Gubernur untuk melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi

kewenangan provinsi.

5. Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal adalah dana yang berasal dari

anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal

yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat melalui DPMPTSP yang mencakup

semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

Dekonsentrasi di bidang pengendalian pelaksanaan

penanaman modal.

6. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada

pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal

di provinsi.

7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat

KPA adalah Kepala DPMPTSP selaku pejabat yang

menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan

rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam

DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.

8. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat

Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil

keputusan dan/atau tindakan terkait kegiatan

Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran

beban belanja Negara.

9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang

selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil

dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA,
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yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan

pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan

perintah pembayaran terkait kegiatan Dekonsentrasi.

10. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil

dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA,

yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan

pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan

perintah pembayaran terkait kegiatan Dekonsentrasi.

11. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI

adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian/Lembaga.

12. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah

subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian

prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah

dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi

untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta

laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang

berlaku.

13. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN,

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Panitia/Pejabat Penerima Barang dan Jasa adalah

panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna

Anggaran/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima

hasil pekerjaan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-

undang.
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